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ABSTRAK

Diplomasi Maritim merupakan kerangka kebijakan dan konsep kerjasama antar negara yang
bertujuan untuk mendukung terciptanya stabilitas keamanan wilayah maritim suatu negara
yang rentan terhadap ancaman illegal fishing, pencemaran laut, dan kasus penyeludupan.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Diplomasi Maritim Kooperatif
dapat menjadi upaya penanganan kasus illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia.
Seperti fenomena kasus illegal fishing Perairan Kepulauan Natuna Pada Tahun 2020-2022.
Menggunakan pendekatan deskriptif analitis kualitatif dan Teknik literature review yang
didukung untuk mendalami dan mengekplorasi dari fenomena illegal fishing di kepulauan
Natuna yang paling banyak dilakukan oleh Vietnam di teritori Indonesia menggunakan data
resmi dan kredibel. Reformulasi Diplomasi Maritim dikaji dengan pendekatan Diplomasi
Maritim kooperatif oleh Miere memiliki empat indikator dalam diplomasi maritim
kooperatif yaitu, Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HA/DR), Goodwill Visit,
Training and Joint Exercise, Joint Maritime Security Operations sebagai bentuk diplomasi
yang dilakukan untuk menangani kasus illegal fishing. Setelah teori ini dilakukan akan
menghasilkan kesepakatan dan perjanjian antara Indonesia dan Vietnam. Terakhir dilihat
bagaimana efektivitas dari hasil perjanjian antara kedua nergara tersebut.

Kata Kunci: Diplomasi Maritim, Diplomasi Maritim Kooperatif, Indonesia, Vietnam,
Hllegal fishing

Pembimbing I

NIP.197803022002122002 NIP. 199312222022032013

Indralaya, 26 Juni 2024
Ketua Jurusan Hubungan Internasional

vi



i

ABSTRACT

Maritime Diplomacy is a policy framework and cooperative concept between nations aimed
at supporting the establishment of security and stability in a country's maritime region,
which is vulnerable to threats such as illegal fishing, marine pollution, and smuggling. The
objective of this research is to explore how Cooperative Maritime Diplomacy can be an
effort to handle illegal fishing cases that occur on the island of Indonesian. Specifically
Jocusing on the phenomenon of illegal fishing in the Natuna Islands waters from 2020 to
2022. Using a qualitative descriptive analytical approach and supported by literature review
techniques, this study delves into the prevalence of illegal fishing by Vietnam within
Indonesian territory in the Natuna archipelago, relying on official and credible data. The
reformulation of Maritime Diplomacy is examined through a cooperative Maritime
Diplomacy approach, which includes indicators such as Humanitarian Assistance and
Disaster Relief (HA/DR), Goodwill Visits, Training and Joint Exercises, and Joint Maritime
Security Operations. These diplomatic efforts aim to tackle illegal fishing cases. Ultimately,
this theoretical exploration leads to agreements and treaties between Indonesia and
Vietnam, and their effectiveness is evaluated.

Keywords: Maritime Diplomacy, Cooperative Maritime Diplomacy, Indonesia, Vietnam,
Illegal fishing
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Luas laut yang lebih besar dibandingkan dengan luas daratan menjadikan negara
Indonesia lebih dikenal sebagai Negara kepulauan sekaligus maritim. Jika dijelaskan secara
rinci, luas Indonesi sekitar 5.455.675 km? dan Dimana 2/3 luas wilayahnya adalah lautan
sebesar 3.544.74 km?. Disamping itu, negara Indonesia membagi tiga macam jenis batas
wilayah lautnya yakni batas laut territorial sekitar 282.583 km?, Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia (ZEEI) sekitar 2.936.345 km?, dan 2.749.001 km? luas dari batas landasan
kontinen Indonesia (KKP, 2019). Dilihat dari penjabaran diatas, maka dapat kita simpulkan
bahwa wilayah laut Indonesia sangat luas, sehingga dapat menjadikannya sebagai potensi
untuk memajukan sektor perekonomian laut dengan cara mengelola hasil sumber daya alam
lautnya yang melimpah melalui hasil perikanan tangkap.

Perairan kepulauan Natuna merupakan kabupaten yang terletak di wilayah
provinsi kepulauan Riau, mempunyai luas lautan mencapai 222.683,39 km? dan berbatasan
langsung dengan Negara tetangga antara lain negara Singapura, Malaysia, Vietnam, dan
Kamboja (BPS, 2019). Selain itu, perairan kepulauan Natuna menjadi tempat titik simpul
pelayaran internasional yang menghubungkan antara negara China, Hongkong, Jepang,
Korea Selatan, dan Taiwan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2019), potensi
sektor perikanan di provinsi kepulauan Riau masuk ke dalam lima besar provinsi penghasil
produksi perikanan tangkap di Indonesia sebesar 1,8 juta ton pertahun. Jenis- jenis hasil
perikanan tangkap yakni cumi-cumi, ikan kuwe, kerapu, kakap merah, dan tongkol. Dengan
potensi pasokan perikanan di perairan kepulauan Natuna yang melimpah, tidak dapat
dipungkiri adanya permasalahan yang akan dihadapi, salah satunya ialah kasus illegal

fishing. Illegal fishing di definisikan sebagai penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal
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nelayan dari negara lain yang memasuki wilayah yurisdiksi laut suatu negara tanpa izin dan
melawan hukum negara tersebut (Djumala, D., 2021).

Kasus illegal fishing biasanya dipicu oleh beberapa hal yakni adanya tumpang
tindih klaim di wilayah perairan laut Natuna, kurangnya pengetahuan nelayan lokal maupun
asing tentang batas-batas wilayah di perairan, dan terakhir peran dari Badan Keamanan Laut
(BAKAMLA) sebagai Coast Guard Indonesia masih belum optimal (Muhamad, S. V. 2012).
Tumpang tindih wilayah perairan laut merupakan kondisi dimana belum adanya kepastian
dan kejelasan hukum mengenai batas laut antara kedua negara atau lebih yang saling
bersinggungan (Djumala, D., 2021). Kondisi itu yang menyebabkan nelayan lokal maupun
asing kurang memahami batas-batas wilayah perairan tersebut. Di samping itu, peran dari
BAKAMLA yang masih belum optimal, karena kurangnya sumber daya manusia dan dana
terbatas sehingga kemampuan untuk mengawasi setiap titik masuk wilayah perairan laut
menjadi terbatas. Dengan keterbatasan pengawasan laut ini akan menjadi celah bagi nelayan
asing untuk melakukkan kegiatan illegal fishing di perairan laut Natuna (Djumala, D., 2021).
Jumlah kasus illegal fishing sejak tahun 2017-2020 yang dilaporkan oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP, 2020) sebanyak 176 kapal untuk lebih jelas dapat dilihat

dalam Tabel 1.1. sebagai berikut.

Tabel 1 1. Jumlah Kapal Pelaku lllegal Fishing di Laut Natuna Sejak Tahun 2017-2020

No. Negara 2017 2018 2019 2020 Jumlah

1. Vietnam 21 kapal 22 kapal 19 kapal 27 kapal 89 kapal
2. Malaysia 5 kapal 11kapal 20kapal 16 kapal 52 kapal
3. Filipina 4kapal 4kapal 11kapal 14 kapal 33 kapal
4.  Panama - - 1 kapal - 1 kapal
5. Taiwan - - - 1 kapal 1 kapal
Total 30 kapal 37 kapal 51 kapal 58 kapal 176 kapal

(Sumber: KKP, 2020)



Berdasarkan Tabel 1.1. ditunjukkan bahwa data illegal fishing sejak tahun 2017-
2020 sejumlah 176 Kapal Ikan Asing (KIA) yang diberhasil ditangkap oleh armada Kapal
Pengawas Perikanan (KPP), dengan rincian kapal berbendera Vietnam sebanyak 89 kapal,
berbendera Malaysia sebanyak 52 kapal, berbendera Filipina sebanyak 33 kapal, 1 kapal
berbendera Panama, dan 1 kapal berbendera Taiwan. Dari fakta tersebut, dapat dilihat bahwa
ada banyak KIA berbendera Vietnam yang melakukan illegal fishing di perairan kepuluan
Natuna dan mencapai puncak kasusnya pada tahun 2020.

Vietnam masuk kedalam 10 besar negara pengekspor hasil perikanan terbesar,
dimana 600 lebih badan usaha yang ikut serta untuk masuk ke 165 pasar di dunia (Anindia,
C. P. 2016). Oleh karena itu, perekonomian Vietnam sebagian besar berasal dari hasil
perikanan. Menurut Saptanto, S., (2011) menjelaskan bahwa kebutuhan perikanan negara
Vietnam yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan ekspor perikanannya, di tambah
berdekatan posisi perbatasan laut Indonesia serta melimpahnya sumber daya alam laut
khususnya wilayah perairan kepulauan Natuna, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi
nelayan Vietnam untuk memasuki dan melakukan aktivitas illegal fishing di wilayah Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Pemerintah Indonesia dan Vietnam sama-sama mengandalkan sektor perikanan
untuk menunjang perekonomian negara masing-masing. Kegitan illegal fishing di perairan
kepulauan Natuna yang dilakukan oleh nelayan Vietnam secara terus-menurus akan menjadi
masalah serius bagi negara Indonesia, karena berpengaruh terhadap surplus pendapatan
negara dalam sektor perikanan. Masalah ini juga akan dapat mengancam kedaulatan negara
Indonesia, khususnya di wilayah perairan kepulauan Natuna. Menurut Djumala (2021),
dengan terancam kedaulatan negara Indonesia di laut Natuna akan mempengaruhi visi
Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) sehingga kita

harus menjamin bahwa wilayah perairan Indonesia dan sekitar aman dari segala ancaman



tindak kejahatan di laut. Oleh karena itu, kerja sama dengan Vietnam untuk menemukan titik
terang dalam penyelesaian kasus illegal fishing di perairan kepulauan Natuna di perlukan.

Kegiatan illegal fishing dikategorikan sebagai ancaman non tradisional,
dikarenakan ancaman tersebut tidak berkaitan dengan penyerangan militer sehingga tidak
perlu diselesaikan dengan kekuatan militer. Oleh karena itu, diplomasi maritim kooperatif
digunakan sebagai upaya dari penyelesaian kasus illegal fishing di perairan Natuna.
Kebijakan diplomasi maritim kooperatif ialah langkah yang diambil oleh pemerintah
Indonesia dalam upaya menangani kasus illegal fishing di perairan kepulauan Natuna yang
dilakukan oleh nelayan Vietnam.

Ada beberapa kerangka kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Vietnam untuk
mengurangi kasus illegal fishing, antara lain menertibkan kapal-kapal Vietnam, memperkuat
keamanan laut serta mengurangi kasus illegal fishing dari ancaman luar. Untuk itu negara
Indonesia dan Vietnam menyepakati kerja sama resmi di bidang maritim dalam bentuk
Memorandum of Understanding (MoU). Kesepakatan tersebut ditandatangani pada tanggal
28 Desember 2021 oleh Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia dan Komandan
Vietnam Coast Guard Mayor Jenderal Le Quang Dao di dua tempat yang berbeda, yakni
Markas Besar Vietnam Coast Guard dan di Markas Besar Bakamla RI di Menteng, Jakarta
Pusat. Kedua pemerintah bermaksud menjalin kerja sama keamanan dan keselamatan dalam
bidang maritim, yaitu sebagai berikut (BAKAMLA, 2021):

1. Peningkatan kapasitas terkait keamanan dan keselamatan maritim melalui latihan

bersama, pelatihan, pendidikan, lokakarya, dan seminar.

2. Pelaksanaan gelar wicara antara sesama penjaga pantai.

3. Berbagi informasi dan komunikasi.

4. Operasi pencarian dan penyelamatan serta kegiatan pencegahan tindak kejahatan
di laut.

5. Lawatan pelabuhan.



6. Kegiatan penegakan hukum termasuk dalam pemberantasan kegiatan /llegal,
Unregulated, and Unreported Fishing (IUU) dengan selalu tetap memperhatikan
kedaulatan masing-masing negara.

Dari ke enam point prioritas kerja sama yang terdapat dalam kesepakatan
Memorandum of Understanding (MoU) yang telah dibahas diatas, penulis tertarik untuk
membahas point ke enam mengenai pemberantasan kegiatan illegal fishing mengingat
intensitas kasus illegal fishing sering terjadi di perairan kepulauan Natuna. Terbentuknya
kerja sama diplomasi maritim kooperatif di antara Indonesia dan Vietnam dapat memperkuat
keamanan laut serta mengurangi angka pencurian ikan (illegal fishing). Tujuan Indonesia
menyepakati adanya diplomasi maritim kooperatif melalui kesepakatan MoU tak lain ialah
untuk menjaga kekayaan sumber daya alam laut Indonesia dan kedaulatan wilayah laut
Indonesia khususnya di perairan kepulauan Natuna dari penangkapan ikan secara illegal
(illegal fishing). Berdasarkan latar belakang dari urairan di atas yaitu tingginya kasus illegal
fishing oleh nelayan Vietnam di wilayah perairan laut Natuna. Oleh karena itu, penulis akan
menjawab pertanyaan penelitian yaitu: “Bagaimana Diplomasi Maritim Kooperatif
Indonesia-Vietnam Terhadap Kasus Illegal Fishing Di Perairan Kepulauan Natuna

Pada Tahun 2020-2022?”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan yang telah terjadi, penulis
melihat pentingnya diplomasi maritim kooperatif bagi negara Indonesia dan Vietnam. Maka
penulis menarik sebuah rumusan masalah yaitu:

“Bagaimana Diplomasi Maritim Kooperatif Indonesia-Vietnam Terhadap

Kasus Illegal Fishing Di Perairan Kepulauan Natuna Pada Tahun 2020-2022?”



1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang penulis ingin sampaikan dengan menarik hasil
pada rumusan masalah adalah untuk mengetahui bagaimana diplomasi maritim kooperatif
Indonesia-Vietnam terhadap kasus illegal fishing di perairan kepulauan Natuna pada tahun

2020-2022.

1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini dikategorikan menjadi dua bagian sebagai berikut:
1. Secara teoritis
Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang
dapat dijadikan bahan pembelajaran dan referensi kajian bagi mahasiswa Hubungan
Internasional yang terkait dengan diplomasi maritim kooperatif antara negara Indonesia dan
Vietnam khususnya dalam menangani kasus illegal fishing di Perairan Kepulauan Natuna
pada tahun 2020-2022.
2. Manfaat praktis
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara rinci dan
acuan bagi semua kalangan khususnya mahasiswa Hubungan Internasional tentang sejauh
mana upaya yang dilakukan pemerintah negara Indonesia dalam menangani kasus illegal
fishing di Perairan Kepulauan Natuna melalui diplomasi maritim kooperatif antara negara

Indonesia dan Vietnam pada tahun 2020-2022.
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